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BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN OGAN ILIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

bahwa penyusunan Anggaran . Pendapatan dan Belanja
Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif,
transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan
rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta
taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

_bahwa analisis standar belanja merupakan penilaian

kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan
untuk melaksanakan suatu kegiatan pada Perangkat Daerah
serta digunakan untuk menyusun rencana kerja dan
anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten
Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);




10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengeloaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang
Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5156);

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Ogan Ilir (Lembaran daerah kabupaten Ogan Ilir Tahun
2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 2);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang  Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR

BELANJA KABUPATEN OGAN ILIR.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
Bupati adalah Bupati ogan Ilir.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah
perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.

Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar
yang digunakan untuk menganalisa kewajaran beban kerja atau biaya
setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD untuk
satu tahun anggaran.

ASB kegiatan diterapkan pada kelompok kegiatan yang mempunyai ciri dan
Jjenis yang sama atau hampir sama dalam hal definisi operasional, output,
tahapan kegiatan, dan jenis rekening belanja yang diperbolehkan dalam
rangka penyusunan rencana belanja kegiatan.

Standar Belanja kegiatan adalah besaran belanja yang ditetapkan
berdasarkan aktivitas suatu kegiatan (tahapan kegiatan) yang
distandarkan, rincian kompenen belanja yang diperbolehkan, dengan
berpedoman pada standar satuan harga, standar biaya umum, atau
sejenisnya.
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BABII
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penerapan ASB bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan
akuntabilitas anggaran belanja Daerah.

Pasal 3

(1) Standar Belanja adalah pedoman bagi SKPD dalam menentukan besaran
alokasi belanja kegiatan berdasarkan aktivitas suatu kegiatan (tahapan
kegiatan) yang distandarkan, rincian komponen belanja yang
diperbolehkan, dengan berpedoman pada standar satuan harga, standar
biaya umum atau standar harga lain yang sejenis dalam penyusunan
rencana kerja dan anggaran SKPD.

(2) Perhitungan besaran alokasi belanja kegiatan menggunakan formula yang
terdapat pada masing-masing jenis ASB.

(3) Dalam rangka memudahkan perhitungan besaran alokasi belanja kegiatan,
dapat digunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen ASB Kabupaten.

Pasal 4

Jenis ASB beserta Panduan Penggunaan Sistem Informasi Manajemen ASB
Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam hal terjadi perubahan nilai ekonomi dari rincian objek belanja akibat
inflasi, maka setiap tahun dilakukan penyesuaian standar satuan harga,
standar biaya umum, atau sejenisnya sebagai salah satu komponen yang
digunakan dalam perhitungan standar belanja.

Pasal 6

(1) Dalam hal suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD belum
tercantum dalam ASB yang ditetapkan Peraturan Bupati ini, Kepala SKPD
dapat mengusulkan besaran belanja kegiatan kepada Bupati melalui Tim
Anggaran Pemerintah Daerah.

(2) Usulan besaran belanja kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung dengan memperhatikan spesifikasi keluaran kegiatan, aktivitas
(tahapan pelaksanaan) kegiatan yang harus dilaksanakan untuk
pencapaian target keluaran, dan rincian komponen belanja yang wajar,
dengan berpedoman pada standar satuan harga, standar biaya umum atau
standar harga lain yang sejenis sesuai prinsip efisiensi, efektiftas, dan
akuntabilitas.




BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pad ggal 2 —Ill- 2020

Pjs. B I OGAN ILIR,

AUFA SYAHRIZAL

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 2 -il— 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ?

_{e OGAN ILIR, _

’2 t' BADRUN PRIYANTO
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. BAB III T
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 2 —(1— 2020

Pjs. BUPATI OGAN ILIR,
dto

AUFA SYAHRIZAL

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 7 - ||- 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN ILIR,

dto

BADRUN PRIYANTO
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